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ABSTRAK 

ZULFA MUKARROMAH, Dosen Pembimbing Zayyad Abd. Rahman, M.H.I., 

dan Moh. Nafik, M.H.I: Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan (Studi Kasus di 
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Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr), Al-Ahwal 

Al-Syakhsiyah, Syari’ah, STAIN Kediri, 2017.  

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, PNS, Surat Izin Cerai 

 Bagi Pemohon yang berstatus sebagai PNS ketika akan bercerai maka 

harus memperoleh surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1990. Dan bagi hakim yang terikat dengan SEMA No. 5 Tahun 1984, maka 

sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini diinstruksikan agar memerintahkan 

Pemohon untuk melampirkan surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, serta 

berkewajiban memberi waktu untuk mendapatkan surat tersebut. Jika tidak 

berhasil namun PNS tersebut tidak mencabut perkaranya, maka hakim diharuskan 

memberi peringatan adanya sanksi-sanksi bila Pemohon nekad bercerai. Apabila 

usaha-usaha di atas telah dilakukan maka hakim diperbolehkan untuk melanjutkan 

pemeriksaannya. Akan tetapi pada putusan hakim Pengadilan Agama Kediri 

Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr, hakim telah mengabulkan permohonan 

cerai talak seorang PNS yang belum memperoleh surat izin cerai dari atasan. Dan 

dalam putusannya juga tidak terdapat pertimbangan hukum tentang diterapkannya 

ketentuan SEMA di atas sebelum memutus perkara ini. Penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri dalam memutus 

perkara perceraian PNS yang tidak ada surat izin cerai dari atasannya, serta 

mengkaji kedudukan putusan dalam perkara tersebut. 

 Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Proses analisa 

data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara perceraian PNS tanpa adanya surat izin cerai dari atasan, 

yakni: 1) Pertimbangan psikis, hakim mempertimbangkan kondisi jiwa Pemohon 

agar tidak mengalami beban pikiran dan tertekan. 2) Pertimbangan administratif, 

hakim mempertimbangkan adanya surat pernyataan dan kesiapan Pemohon untuk 

menerima resiko. Adapun kedudukan putusan dengan Perkara Nomor: 

0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr adalah tidak sah. Karena belum melalui serangkaian 

hukum acara yang berlaku. Dan terdapat salah satu amar putusan yang tidak 

didukung dengan konsideran hukumnya. Sehingga implikasinya jika memang ada 

salah satu pihak yang melawan, maka putusan ini dapat dibatalkan demi hukum. 

Kemudian PTA kembali menerapkan SEMA No. 5 Tahun 1984 dalam 

pemeriksaannya, sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh PTA sudah 

terdapat kesingkronan antara amar putusan dengan konsideran hukumnya. 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Huruf Transliterasi 
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Arab Indonesia Arab Indonesia 

 D ض ‘ ء

 T ط B ب

 Z ظ T ت

 ‘ ع Th ث

 GH غ J ج

 F ف H ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل DH ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ه SH ش

 Y ي S ص

 

2. Konsonan Rangkap  

Konsonan Rangkap (shaddah) yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang 

ditulis dengan penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. 

 ditulis Ahmadiyāh : أحمديّة

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya. 

 ditulis dalla :  دلّ
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3. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. 

 ditulis jamā’ah : جماعه    

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), 

ditulis “at”. 

 ditulis ni’mat Allah : نعمة الله    

 ditulis zakāt al-fitr : زكاة الفطر

4. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing 

dengan huruf tunggal. 

5. Vokal Panjang (madd) 

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan coretan diatas huruf a, i, dan u. 

6. Bunyi Hidup Dobel 

Bunyi hidup dobel (diphtong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk  (أي) dan (أو). 

7. Kata Sandang Alif + Lam 

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomarīyah maupun diikuti 

huruf syamsīyah, huruf al ditulis al-. 

 ditulis al-Jāmi’ah : الجامعة
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 ditulis al-Shī’ah : الشيعة

8. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

9. Kata dalam Rangkap Frasa dan Kalimat 

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan 

kalimat ditulis kata per kata. 

 ditulis Shaikh al-Islām :  شيخ الإسلام

10. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman 

transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
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semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 

manusia dari zaman kebathilan menuju zaman yang benar. Limpahan rahmat 

semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, serta umat yang selalu 

berada di jalannya. 

 Dengan tetap bersyukur atas kemudahan yang telah Allah SWT berikan, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 
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sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam 
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 Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah dapat 
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kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan  

terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M selaku Ketua STAIN Kediri, yang telah 

memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan 

mahasiswinya. 
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beserta staf dan karyawan, atas segala kebijaksanaan, bantuan dan fasilitas 

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
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8. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kediri dan berbagai pihak 

yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dan memberi 

dukungan kepada peneliti, baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan 

penelitian dan penulisan skripsi ini. 

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, peneliti menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti 
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mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi 

ini. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca, 

khususnya mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kediri. Teriring doa Jazakumullah 
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